Wmurmmmw
informasi Publik (Lembaran Negara Republi Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lLembaman Negam
Republik indonesia Nomor 4848),



Menetapkan :

bl (Lembaran Negara Repubik indonesia Tahun 2009
wr 112. Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia
5038).

5 Undang-lindang Nomor 43 Tahun 2008 lentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor S071).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

wwmwmm
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Peratwan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tabun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Pubiik (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

 Peratwan Menteri Dalam Neger Nomor 35 Tabun 2010

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245).
Peraturan Komisi Informasi Momor 1 Tahun 2010 tentang

' Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA LAYANAN
INFORMAS! PUBLIK DI LUINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA

5 Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah
wmmmwmwmm
permohonan Informasi  Publik  sebagaimana diatw dalam Undang-
mmurmmmmmmm



9. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi adalah lembaga mandin yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publk melalui Mediasi dan/ atau
Ajudikasi nonlit igasi

10 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selangiinya disebut

11. Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya

13.qﬁmmmmmmwm

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan ini adalah:
a. menjamin pemenuhan hak waga negara untuk memperoleh akses
informasi Publik
b menjamin terwupidnga penyelenggaraan keterbukaan informasi Publilc
(2) Tujuan dari Peraturan ini adalah:
a memberikan standar bagi Badan Publik di lingkungan Pemeriniahan
dalam melaksanakan pelayanan informas: Publik



(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum pada
Lampiran | yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dar Peraturan ini

dimaksud pada ayat (1), tetapi belun fercantum pada Lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tetap dianggap sebagai Badan

BAB IV
PENYELENGGARA INFORMASI

Pasal 4

Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan_ dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik adatah PPID

Pasal 5

{HFFIDWW yang meliputi.
a membangun dan wmmﬁw

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
dibantu oleh PPID Pembantu



- wmm_mmmmm
mmmmwmmmwa
bidang kearsipan

Pasal 8

(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh WMEMMMMM

dapat diakses oleh publik

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a pengumuman Informasi Publik melalli media yang secara efelkii
yang dapal menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
b penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar serta mudah dipahami_

(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:

a WMMMNMMM
publik dengan PPID Pembantu di berbagai Badan Publik untuk
memenuhi permohonan Informasi Publik

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebeilum

Informasi Publik tertentu dikecualilcan:

d WﬂmmeM
e wwm fungsional dan/atau petugas

lﬁ)MHWMﬂmmmm
Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memasiikan agar
mmwmmwm
apabila permohonan Informasi Publik ditolak















Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

(1) PPID wajib melakukan
menyatakan

Pasal 16

mwmmm

mwmwmmmm.

mmmmmmmmmm-ﬂb

menyebutikan ketentuan

(3) Pernyataan sebagaimana
secara ‘erulis

Wpﬂmmﬁ!“mw

mmwmmmm

(4) Dalam  melaksanakan
memperimbangkan

pengujian  konsekuensi, PPID  dilarang

mw-ﬁwmwm
mmm

Pasal 17

mPF‘Bﬂw-hummmm
dkecualkan ””“MMMNM

diberikan kepada publik



— o eem—

r=-:

tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik

mumrumwumwmﬂ
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan
atau diaburkan.
Pasal 18

(1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tala cara
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17

dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka wakitu pelayanan
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini
BAB V

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

_P-iiﬂ

ms-n-pmum-knmuihummmmm
dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publsk.

(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a pengumuman Informasi Publik, dan
b. penyediaan informasi Publik berdasarkan permohonan

Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 20

[ﬂmhl#uﬂmmmmwm
Pasal 11.

ﬂ]wmmnpmmmm-nﬂi
Mﬂm*wwmwmm
diakses oleh masyarakat.

(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah

dipahami.

(4;wmm-wpmmmmm
dan ayat mmmwmmwm
mwwmmw



Pasal 21

1) Badan Publik meﬂﬂwm
”mmmmummmmm
mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya

(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan
secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan danurat kepada
pihak-pihak yang berpotensi lerkena dampak dan menyediakan sarana
prasarana bagi penyebariuasan informasi keadaan darurat

(3) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat pernanjian
dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

- dampal ;
pihak yang berpotensi lerkena

b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dan
penyebarluasan informasi keadaan darurat

Bagian Keliga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 22

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang
dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi
Pubik

Pasal 23
(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon wajib:

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
untuk dicatat dalam formuls permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayal (3)
sekurang-kurangnya memuat
a nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
informasi Publik di registrasi;
b nama;
c. alamat,
d. pekedaan,
e. nomor telepon/e-mail,
f nincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi,
h cara memperoleh informasi, dan
i cara mendapatkan salinan informasi.

(5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Uil yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dan Peraturan ini






(4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik
Mﬁum“wwmﬂﬂm

dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi
Publik yang dimohon kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu

yang diatur dalam Peraturan ini



Surat Keputusan PPID tentang Penoclakan Permohonan Informasi oleh
mmmmmlmmwm
a nomor pendaftaran,

beserta alasannya
(10)Perpanjangan wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserla
Informasi Publik yang dimohon dilakukan
7 (tuyjuh) hari kerfja sejak jangka wakiu tertulis
mm#“mﬂﬂmww
(11)Format mmmmmmw

b biaya pengiriman Informasi Publik, dan
¢ biaya pengurusan mmmmwﬁm
terdapat informass pihak ketiga.
(3) Standar  biaya dimaksud pada ayat (2) diletapkan






{mmmmmmmwmm
mmmmlmwmy-umm
dan Peraturan ni.



cz:rmwmmmmmmm

yang mwwmmwm
wmmu{mmm '
orems ) kerja sejek diterimanya



BAB VIl
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 36

(1) Badan Publk wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1).sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya
2)sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi
Publik beserta kualifikasinya
3). anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.,

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang
1). jumiah permohonan informasi Publik
2). wakiu yang diperiukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan kiasifikasi tertentu

oleh badan publik
3)jumiah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

yang berwenang
4) hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik
5). jumiah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6). hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi
Publik;
f. mkomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi

(3) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
a ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan
Informasi Publik masing-masing Badan Publik, dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan
layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib lersedia sefiap saat



Pasal 37

Salinan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi informasi.

4 mwmmwﬁmmwwmm
Komisi informasi
Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 38

(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi
Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Badan Publik dan diumumkan kepada publik.



Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 23 Oetcwmber 2010
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Lampiran 11

PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor AL P L

TR S ool e oo vosiioriossaniianiadd
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

f= —
PEMELIT AN SURATY |
JADATAN | PARAF | :
| Gekretary g .
Asigtnn | - -

KETERANGAN: | &
~ *Pommat ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembanghan dalam format Lain, sl
fetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.



Lampiran 111
PERATURAN BUPATI JEPARA
OO ™ i o i dibeti

I..WJ B R S i sl et 4 52888

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

Logo [nama badan public dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
had FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
publik No.Pendaflaran (diisi petugas)® @ ...

Alamat
Pehenaan — MEEFELL

' ‘e-mail -
i ¥ e T L e s S LR e L L S R e T e S SRS PR STy

| Rincian Informasi yang dibutubkan I AR (D SR

FPIp—— i - - e 4 B A B D R € e e S-S SR
T informasi -
TR P TUA T = T (1) (ST TV bt PR s hbbadrend .

R R P o S b e EFEERTE PR R o A SR

baca.mendengarkan/mencatat
salinan informasi (hardcopy/soficopy )***
pmhul langsuny

1
1

' Carn memperoleh informasi **
Cara mendapatkan salinan informasi

i

it

YA e e B e D b
ooooooo -
i

Petugas Pclayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan )

o U N PR ) e, S AR it 1y LTI
nama dan tanda tangan nama dan tanda tangan

Keterangan :
* Diisi olch petugas berdasarkan nomorregistrasi permohonan informasi publik
** Pilib salah satu dengan memberi tanda (¥')

e*s Coret vang tidak periu

PENELITIAM SURAT UPATI JEP

JARATAN U pARAF

--_.——.._-.__ - e ]

Assten |

' = =
' as
J_F_' - 1

HENDRA MARTOJO

.I-"-.




MWITMUMMHTﬂIIHm
1. Pmoboulnfnmmbcrhﬂmmtmmsdmwmwm
informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: M
pencgakan  hukum; wwmuummmm
mmmmmmmmmumwm
Mengungkap kekaysan alam Indonesia: Merugikan ketahanan ckonomi nasbomal, Merugilan
m&wmphrwﬁ.mmmﬁnmmmFHhi——n

Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didok
I PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukn
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya. mungkin
informasi anda kurang lengkap.
Ill.WWWWWWumMm“
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja scjak diterimanya permobonas
mmmmmk.mmmmwmmmm
mﬂhleHw&dﬂmhﬂ:iﬂfmﬂmm“HdeM '
W.mjtmdimmmmmmmwmmtqu— 1
Bﬂmhﬂﬁnﬂﬂ{dﬁﬂmmmkmﬁmmmi

o e e B B i 5 e e o - B0 B B 0 I e s e R R e e e T o

V. ﬁpnhh?mnhuhfmmmmhkpwmkmmﬂﬂmhﬂﬂ{mﬂ menoiak
Anhmnmhmkmhmym}mdmmxmmmm
uwnmummumm“mw(unﬂmmmﬂ
informasi wmwﬂmummumm#*
mﬂumtcbuﬁlmdﬁﬂmmwﬂmmmw“ﬂﬂm
mwwmmummwmm

wwwmmnmmampwmmmmmm

dapet mengajukan keberatan kepada Komisi hﬁmhﬂh@wﬁil{wwﬁm

_;*HWMWIDMWWM
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[nama badan public dan alamat, nomor telepon. faksimili.email (jika ada)]
1 - PEMBERITAHUAN TERTULIS

Budnlkmwnmhmm Informasi pada tanggal ....... bulan ....... tahun .......... dengan nomor pendafiaran *
. Kami mcnyampmhm kcpu:ll Saudara/i :

B e o e

No. Telp/E-Mail SR — S 0 ——

- S e i oo
A Informasi Dapat Diberikan . _
' No | Hal-hal terkait Informasi Publik | Keterangan _ |

| Penguasaan Informas: Publik** | O Kami . {

e e o e e e e R AR A 8 e b RS SRR R R R

Bentuk Fisik yang tersedia ** 0 Softcopy (lermasuk rekaman)

0 Hardcopy’salinan tertulis.

| 3 | Biaya yang dibutuhkan *** O Penyalinan | Rp.................. X .....{jml lembaran) =Rp. ..........

O Pengiriman [ Rp................

Dlanlain [Rp..oocooinaas
Jumish | RP.......

Wakiupenvediaan | Lo hari
3 Pmmwwmphmhrmmm"" mmbnhdmgmkcrmhh
g SR

s

oo

=

B B e S B e e o e R B bR RS B A RS R A RS RS RS S R LS LR B TR

B. Informasi tidak dapat diberikan karena : **
O Informasi yang diminta belum dikuasai
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan
mmmmmmmmmmmmmum Tt o

(PPID)

UPATIJE ;
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vi

TURAN BUPATI JEPARA

N,
Nomar R

Janggal P

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMAS]
(RANGKAPDUA)
[nama badan public dan alamat. nomor telepon. faksimili,email (jika ada)]

[ 2 1 SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
publik

No. Pendaftaran® : ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PPID memususion bakwa Informastyang dmsobon adaias T

. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1

Pengecualion
Informasi didasarkan : 0 Pasal 17 huruf ... UU KIP **

pada alasan
O Pasal ...... Undang-Undang ...... ***

i L L T T T F T b et e s e 5 P sttt

T

- PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
Jih&mwm“mmmmmwmwm
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatya 30 (liga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.

(FPID)

~ Nama dan Tanda Tangan

_PENELITIAN SURAY
r=ABATAN T papar
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R vt me et 0L au PERATURAN BUPATIJEPARA
nED E/Mm LT LEEUA Bl i qu- WOy LEnunl s e

FORMAT FORMULIR KEBERATAN i i
(RANGKAP DAy 1=if ik Ly

v
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1 @l F & 8
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' P [nama badan public dan alamat, mrmm;ﬂﬁmﬁmﬂfﬁtﬁﬂ'
o l PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAST

publik

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor registrasi keberatan I S A N T (diisi Petwga)*
Nomaor Pendaftaran Permohonan Informasi . FPOREINONS. 51 L L N AR, L S e
Identitas pemohon

Nama N W | VOSSO A TOELL 0 L e

Alamat P FITTEE b e e
Identitas Kunsa Pemohon **

Nama

Alamat

Nomor Telepon TR YRS T TS st (R ARG

B. ALASAN PFENGAJUAN KEBERATAN »#*

Permobonan informasi ditolak.

Informasi berkala nidak disediakan,

Permintaan informasi tidak ditanggapi,

Permintaan informasi ditanggapi ndak schagaimana vang diminta.

Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidak wajar.

Informasi disampaikan melebihi jangka wakt yang ditentukan.

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila periu)

® A0 oTw

D. HARUTANGGAL, TANGGAPAN ATAS KFRERATAN AKAN DIBFRIKAN +
bin.thn) feliisi oleh petuga j****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan langgapannya, saya vcapkan terima kasih.
..................... WL L E——— . AW TRA L

Petugas Informasi Pengaju Keberatan

(gl

BUPATI JERARA,
[ PENELITIAN SURAT /4
o JABATAN __ 1 PARAF R N
CoRTat s [t ; -,_____":' .
' HENDRO MARTOJO




117 awsbqme | Ketarangan * .
* ot Nemhd fegitterpeapiuy keberatn diisi berdasarkan buku register
** . ldentitas kuasa pemohon diist jika ada kuasa pemohonnya dan melam
s*+ . Sesuai dengan Pasal 35 ULLKIP, dipilih oleh pengaju keberatun sesuai ¢
seer Diisi sesual dengan ketemnshjshgh woktn daben UG KIB /5000
swess . Tanggal diisi dengan tanggal ditcrimanys pengajutn keberatan yaitu sejak k )

% sognion . nemnle nady ol g | Y
oo Dl el babormon diaian iosm e, el fomuls Kbt pen O

mencrima pengajuan keberatan.
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